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Lampiran 1 Pedoman Wawancara Polres Tabalong (Bag Humas dan Satreskrim)
PEDOMAN WAWANCARA
Identitas Informan

1. Nama:
2. Jabatan:

Daftar Pertanyaan Kepada Polres Tabalong (Bagian Humas Dan Satreskrim)

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Covid-
19 Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik di Kabupaten Tabalong

A. Pedoman Wawancara untuk Polres Tabalong (Satreskrim)

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan kepolisian
untuk pelaku penyabaran berita bohong covid-19?

2. Berita bohong terasuk kedalam kategori kriminal apa? Apakah
kriminal umum atau khusus?

3. Beritabohong termasuk kedalam delik apa? Umum atau aduan atau
keduanya? Dan pelaku penyebaran berita bohong masuk kedalam
wewenang reskrim umum atau khusus?

4. Bagaimana penerapan UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun
2016 Tentang ITEdi Kabupaten Tabalong?

5. Dalam sebulan ada berapa kasus berita bohong covid-19? Apakah
langsung ke pengadilan? Jika tidak, penyelesaiannya seperti apa? Apakah
menggunakan Restorative Justice?

B. Pedoman Wawancara untuk Polres Tabalong (Satresksrim)
1. Bagaimana bentuk atau contoh yang termasuk dalam kategori berita

bohong?
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. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait isu tentang berita bohong covid-

19?

. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita

bohong covid-19 di kabupaten Tabalong?

. Apakah peran kepolisian dalam menanggulangi penyearan berita

bohong covid-19sudah terlaksana? Contohnya seperti apa?

. Apasaja kendala kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita

bohong covid-19di kabupaten Tabalong?

. Dalam sebulan ada berapa kasus berita bohong covid-19? Apakah
langsung ke pengadilan? Jika tidak, penyelesaiannya seperti apa? Apakah

menggunakan Restorative Justice?
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara Masyarakat Tabalong Pengguna Sosial Media

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

akrwnNE

Nama:
Umur
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

Daftar Pertanyaan Kepada Masyarakat Tabalong Pengguna Sosial Media

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita
Bohong Covid-19 Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No.
19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di

Kabupaten Tabalong

Apa saja yang bapak/ibu tau tentang berita bohong (Hoaks)?

Apakah bapak/ibu tau tentang UU No.11 Tahun 2008 Jo. UU No.19 Tahun
2016 Tentang ITE?

Apakah bapak/ibu pernah menjadi korban dari penyebaran berita bohong
(Hoaks)?

Apakah bapak/ibu pernah secara sadar maupun tidak sadar menyebar kan
berita bohong (Hoax) covid-19?

Apakah bapak/ibu ketika menerima pesan atau pesan tentang covid-19
yang di rasaperlu di bagikan, itu telah mencek kebenaran dari pesan
tersebut atau tidak?

Apakah bapak/ibu lakukan ketika kalian menjadi korban/mendapatkan

dampak negatif dari berita bohong tersebut?
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7. Apakah menurut bapak/ibu peran kepolisian Polres Tabalong dalam
menanggulangi penyebaran berita bohong covid-19 sudah terlaksana? Jika

sudah, bentuk upaya yang di lakukan polres seperti apa saja yang

ibu/bapak ketahui?
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Lampiran 3 Dokumetasi Bersama Polres Tabalong (Bagian Humas dan

Satrekrim)

A. Bagian Humas (Aipda Irawan Yudha Pratama)

B. Bagian Satreskrim (Ipda Epong Tantora, SH)
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C. Foto bersama Bagian Humas dan Satreskrim

LRES TABALONG

SARESKR/
* ‘
* | .




Lampiran 4 Dokumentasi Bersama Masyarakat Tabalong Pengguna Sosial

Media

A. Wawancara Pribadi Bersama Ita Ica Puteri Hudayah

82
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C. Wawancara Pribadi Bersama Nur Aisyah Ananda

' )
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E. Wawancara Pribadi Bersama Azmul Gazali Fikri
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Lampiran 5 Dokumentasi Sosialisasi Hoaks Polres Tabalong di media
sosial (Instagram Polres Tabalong)

gi humaspolrestabalong : Q humaspolrestabalong

STOP*,

\ o JANGAN JADIKAN DIRI ANDA
“SEBELUM SREL-Lilly BAGIAN DARI

SHARING YANG 'HOAX |

C E R DAS" WUJUDAKAN PILKADES SERENTAK 2021
DI KABUPATEN TABALONG AMAN DAN DAMAI
(. J

CEK, KRITIS & TELITI

. .
.8
&{‘ mﬂ, - - @ FANS PAGE: POLRES TABALONG HUMASPOLRESTABALONG @ HUMAS TAB YABALDNG.KALSELFOLKI,GQID
(§) Fans ace POLES TaBALONG (@) Hum (39) Huwas @

@ humaspolrestabalong

= o TENTAN

uausm W
. - W i

Vaksin Covid-19 bisa
mengubah DNA

FAKTA

\
l’\"

f Informasi ini tidak benar. Vaksin
berisi virus yang sudah mati sehingga
tidak bisa beroperasi apalagi masuk
ke dalam sel. Memang ada jenis
vaksin yang menggunakan mRNA
virus, tetapi kinerjanya tidak sampai
menembus inti sel dan ‘mengusik’
DNA. Vaksin ini hanya ada di sekitar
sel, tidak sampai menembus masuk.

sumber : @ccic|

polri

@ DIVHUMAS_POLRI Jll (V) [Divisi HUMAS POLRI ll (#) @DIVHUMAS_POLRI DIVISIHUMASPOLRI



Lampiran 6 Sertifikat
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
y lN Jalan A. Yani Km. 4 S Banjarmasin 70238 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)
3284344 comail: fonfo i uineantauri ag i website: wwa yin aate i ac id
) Gaa ) All) pay

SERTIFIKAT MA’HAD AL-JAMI’AH

No. B-12/Un.14/VL4/ PP.00.9/052019

Kepala UPT  [Mudir] Ma'had al-Jami'ah  UIN  Antasari
Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Prajmaditha

NIM  : 180102030316

Prodi : Hukum Tata Negara

Adalah benar terdaftar scbagai mahasantri/wati Tahap IV
(Periode 17 Maret — 17 Mei 2019) yang tinggal di Asrama Ma’had  al-
Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-

kegiatannya pada Semester Genap Tahun Akademik 201872019 serta
dinyatakan LULUS dengan tota! bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sehagaimana mestinya.

Bacjarmasin, 17 Mei 2019
Maosy

NIPZ19761116 201101 1 003

Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:

Pembinaan Keagamaan Keasramaan

Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah 15SKK
Pelatibun Goal Setting SSKK
Pelatihan Succes Story SSKK
Total Standar Kelulusan

1:25 SKK

1: 10 SKK & Maksi
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Lampiran 7 SK Penetapan Judul dan Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: mf' uin-antasariacid  Web: www syariah uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
Nomor : B- 2488 /Un.14/111.2/PP.00.9/05/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian

Saudara (i) :
Nama : Annisa Prajmaditha
NIM : 180102030316
Program/Jurusan : S.I/HTN
Judul ¢ Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong

Covid-19 Di Media Sosial Berdasarkah Undang-Undang No. 19
Tahun 2016 Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Di Kabupaten Tabalong

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing,
kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing | :  H. Bahran, SH, MH
Pembimbing Il : Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing
II' tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

“NIP. 197105191997032001

Rektor UIN Antasari (sebagai lsporan);

1

2. Dosen 1 dan pembimbing 11
3. Mahasiswa (i) ybs;

4. Arsip,
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Lampiran 8 SK Penetepan Waktu Seminar Proposal Penelitian
Mahasiswa




Lampiran 9 SK Telah Melaksanakan Seminar Proposal

oyt

A KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
9 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
U lN JI. A Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- %31y /Un.14/11.2/PP.00.9/8/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN
Antasari, menyatakan dengan sebenarmya bahwa:

Nama : Annisa Prajmaditha

NIM - 180102030316

Jurusan - HTn (Siyasah Syar'iyyah)

Judul : Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong

Covid-18 Di Media Sosial Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Jo. UU
No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Di

Kabupaten Tabalong .

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal  Rabu, 27 Juli 2022

Waktu . 08.30-10.30

Tempat : Ruang Munagasyah Secara daring
dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing | © H.Bahran, SH., MH.

Pembimbing Il * Abdul Hafiz Sairazi, SH+G16:J63I, MHI

Moderator . Guzali, S Ap

Pembahas Utama | : Hidayatun Nissa /
Pembahas Utama Il - Nur Aulia Hafidzah /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasan

2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

4. Arsip No.: 240
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Lampiran 10 Surat Izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2%, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

»

FAKULTAS SYARIAH

UlN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

A4S Telepon (0511) 3265783

AN Website: www fs.uin-antasan.ac.id £-mail: fasya@uin-antasari ac.id
Nomor  : B- 4727 /Un.14/1l.2/TL.00/10/2022 20 Oktober 2022
Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal  : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kapolretsa Tabalong

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :

Nama
NIM

- ANNISA PRAJMADITHA
: 180102030316

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)

Semester
Alamat

. IX (Sembilan)
: Ds. Kasiau RT.003 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari
tanggal 21 Oktober - 21 November 2022 dengan judul:

Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Covid-19
Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi Dan Transaksi

Elektronik (ITE) Di Kabupaten Tabalong

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / |bu berkenan memberikan
izinrekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

hmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP, 197301112003121001
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

.I::, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
UIN Telepon (0511) 3265783
AR Website: www.fs.uin-antasari.ac.id £-mail: fasya@uin-antasari.ac.id
Nomer  : B- 4811/Un.14/111.2/TL.00/10/2022 26 Oktober 2022
Sifat Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Kabupaten Tabalong

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada
Nama . ANNISA PRAJMADITHA
NIM : 180102030316
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Ds. Kasiau RT.003 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari
tanggal 26 Oktober - 26 November 2022 dengan judul:

Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Covid-19
Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik (ITE) Di Kabupaten Tabalong

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
izinfrekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

4 or. Rahmat gholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
7'ty UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
UIN Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
ULIN Telepon (0511) 3265783
A Website: www.fs.uin-antasari.ac.id £-mail: fasya@uin-antasari.ac.id
Nomor  : B- 4727 /Un.14/111.2/TL.00/10/2022 20 Oktober 2022

Sifat . Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kabupaten Tabalong

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan

kepada :
Nama . ANNISA PRAJMADITHA
NIM : 180102030316
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Ds. Kasiau RT.003 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari
tanggal 21 Oktober - 21 November 2022 dengan judul:

Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Covid-19
Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik (ITE) Di Kabupaten Tabalong

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Réhmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
{ NIP. 197301112003121001
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Lampiran 11 Surat Balasan dari Penanaman Modal dan PTSP

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ji. Pelita RT, 12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 KODE POS 71571

IZIN PENELITIAN
NOMOR ' B 199/DPMPTSP/503-SKP/PP/X112022

Berdasarkan Poraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
alas Paraturan Bupati No.10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan

dan Non Perizinan k
(DPMPTSP) Kabupal
Terpadu Satu Pinty Kabup

@pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ten Tabalong, meka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelsyanan
Tab

g 12in P kepada
Nama ¢ Annisa Prajmaditha
NIM 180102030316
Alamat Kasiau RT.02 Kelurahan Kasisu Kecamatan Murung Pudak
Nama Lembaga Universitas islam Neger Antasan Banjarmasin
Program Studi $1 - Hukum Tata Negara
Judul Paneiitian “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong
Covid-19 di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.19
Tahun 2016 Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang
Inf dan T (ITE} dIK T g
Lokasi Peneli K Tabaiong
Dasar 1. Surat Permohonsn Saudara (i) Annisa Prajmaditha tanggal 25
Pertimbangan Oktober 2022 perihal Permohonan 1zin Penelitian
2. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten
Tabalong  Nomor.  B-200/Kesbangpol/Wasnas/070/10/2022
Tanggal 31 Oktober 2022
Kewsjiban 1. Pelaksanaan penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan

| Baimi
| Sertifikani
~ | Blwktronik

Catemnr

tertentu yang dapat menggangu stabilitas Pemerintahan;

Tidak lakukan penelitian yang tidak sesual / tidak ads
kaltannya dengan judul / bidang penelitian;

Harus i K dang - gan yang berdaku sers

g adat istiadat
Sebelum melokukan penelitian gsung kepada
harus terlebih dulu melapor kepada Camat, Lurah / Kepala Desa
setempat;
5. Setelah penelitian selesal agar melaporkan hasiinya kepada
Baden gpol T g dengan { Surat
Keterangan Telah Selesal,

h wwN

harus k
kesehatan penanganan COVID-19.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 02 November 2022

a.n. Bupati Tabalong
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

o AUITE N 1] Tt 2008 Panet 5 ayee | tormans f Ao duviey DA L ASIY & Gaaa. ees LOWRTYS 0 ke alal AT hosu
oy A
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Lampiran 12 SK Selesai Riset

#7p

s

S

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN

RESOR TABALONG
Jalan Ir. P. H. M. Noor 29 Pembataan 71571 Tabalong, {b Nopember 2022
Nomor = 8/ 399 iia025/maq iy
Klasifikasi : BIASA ™
Lampiran : .
Perihal

* Surat keterangan telah melakukan

risel di Polres Tabalong Kepada

Yth. DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN
KELEMBAGAAN UIN BANJARMASIN

di

Banjarmasin,

1. Rujukan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri

Banjarmasin Nomor : B-4727/Un.14/111.2/TL.00/10/2022 tanggal 20 Oklober 2022 tentang
Permohonan Izin Risel.

2. Sechubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Bapak
bahwa Mahasiswi dengan identitas :

NAMA : ANNISA PRAJMADITHA

NIM : 180102030316

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)

Semester 1 IX (Sembilan)

Alamat : Ds. Kasiau RT. 003 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong

telah selesai melakukan riset di Polres Tabalong dari tanggal 21 Oklober 2022 sampai
dengan tanggal 21 Nopember 2022.

3. Demikian disampaikan alas kerjasamanya diucapkan lerimakasih.

KEPALA KEPOLI % TABALONG
72
3 R VAOIN, SH,_8TK. MMed Kom
Uoi el AJUM KOMISAR EAR POLISI NRP 79061544

1. Wakapolres Tabalong.

2. Kabag SDM Polres Tabalong.
3. Kasiwas Polres Tabalong.

4, Kasi Propam Polres Tabalong.



1w PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
5 KECAMATAN TANTA

V' Jalan Pembangunan | Tanta Kode Pos 71561
Website® tanta tabalongkab.go.id

Tanta, 30 November 2022

Kepada:
Nomor B4R /1CTT/Sekr 1140/11/2022 Yth. Universitas Islam Negeri
Lampiran . Antasari
Hal Surat Keterangan Selesai Penelitian Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Nomor B.199/DPMPTSP/503-

SKP/PP/XI12022 bahwa:
Nama : ANNISA PRAJMADITHA
NIM : 180102030316
Jurusan : Hukum Tata Negara

Telah melaksanakan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian
dalam menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Covid-19 di Media Sosial
Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di

Kabupaten Tabalong® pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 25
November 2022

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.
L %A
&/ CAMAT TANTA
o
‘\

= Pembina
NIP. 19680707 198903 1 010
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PEMERINTAN KABUPATEN TABALONG
KKECAMATAN BINTANG ARA

Alamat. % Rty Pujung Desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong 71572

Bintang Ara, 30 Nopember 2022

Kepada Yih, ;

Nomor < B- 169 /CBA/ PEM/140/11/2022 Universitas Islam Negeri Antasari
Lampiran ;. Banjarmasin

Perihal * Surat Keterangan Selesai Penelitian di-

Tempat

Berdusarkun Simt Izin Penclitian Jdari Dings Penanaman Moda! dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor - B.199/DPMPTSP/S03-SKP/PP/X12022

bahwa
Nama : ANNISA PRAJMADITHA
NIM < 180102030316
Jurusan : Hukum Tata Negar

Telah melaksanahan Penelitian dengan Judul * Peran Kepolisian dalam
Menanggulangi  Penyebaran  Berita  Bohong Covid-19 di Media Sosial
Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tshun 2016 Ju. Undang-undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Infi i dan Transaksi Elektronik (ITE) di Kabug
Tubalong™ pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 25 Nopember 2022,

Demikian surat ini kami paik ats perhatian  kami k

terimukasih

——
AAHKS 2

#,;.x\“ fq' BINTANG ARA,

t " ccgnat

\* ‘

N2 ADL S.S5. Kp
e T



PEMERINTAI KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN MURUNG PUDAK

Jalan Garada No | Kel Relimbing Rava Telpon (0526) 2021461 Murung Poadak 71574

Nomer
Sitar
Lampiran
Penhal

B 441 /OMP-Kesra/440/11/2022 Muruny Pudak, 17 November 2022
Hiasa

1 (satu) Lembar

Surat Keterangan Selesal Penelitian Kepada

Yth  Universitas Islam Negri
Antasars Banjarmasin
di-
Tempat

Berdasarkan surat lzin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Peliyanan
Terpadu Satu Pinty Nomor: H.lW/DPMP‘I‘SI’/SO!-SKP/N'/XI/ZOZZ bahwa
Nama : o Annisa Prajmaditha
NIM © 180102030316
jurusan © Hukum Tata Negara istam
telah melak: kan penelitian d

fudul *Peran Kepolisian dalam Menangrulang
Penyebaran Berita Bohong Covid-19 di Media Sosial Berdasarkan Undang - undang
No.19 Tahun 2016 Jo. Undang - undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informas: dan

Transaksi Eleh k [ ITE ) di Kabuy Tabalong™ pada tanggal 25 Oktober sampa
dengan 20 November 2022.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucaphan terima
kasih.

An Camat Murung Pudai,

ERNI RAUD,

LagiT
NI OTT00

T 200
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ot
Q2% Aamat: Ji.Jend. Ahmad. Yani Km.01 KELUA - TABALONG
Kode Pos 71552

."W’ PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
8 y KECAMATAN KELUA
A5

Kelua, 06 Desember 2022
Nomor  : 8. U9 /CK ISekrt /070 112 12022 Kepada, .
Lampiran Yth. Universitas Islam Negeri
Perihal : Pemberitahuan Selesai Penelitian Antasari Banjarmasin

Wilayah K, n di-
Banjarmasin

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tabalong Nomor : B-199 /DPMPTSP /503-SKP /PP /XI
/2022 Tanggal 02 November 2022 Perihal lzin Penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : ANNISA PRAJMADITHA

NIM : 180102030316

Jurusan : §1- Hukum Tata Negara

Judul : "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran
Berita Bohong Covid-19 di Media Sosial Berdasarkan
Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang

No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) di Kabupaten Tabalong”

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Wilayah Kecamatan Kelua
Kabupaten Tabalong pada tanggal 06 Desember 2022.

Demikian surat pemberitahuan ini diberikan untuk digunak bag
mestinya.

5.7 Pbhath Tk.|
NIP. 19880526 200701 1 001
Tembusan :

- Dinas Penanaman Modal dan Pe!ayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
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Lampiran 13 SK Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

é KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

U lN Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasariacid Web: www. (s uin-antasari ac id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B- 4729 /Un.14/11l.2/PP.00.9/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama . Annisa Prajmaditha
NIM - 180102030316
Jurusan - HTn
Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:
Hari/Tanggal : Senin, 5 September 2022 o
Waktu - 08.30-10.30
Tempat : Ruang Munaqgasyah online
dengan susunan tim penguji sebagai berikut:
Ketua/Anggota : Drs. H. llham Masykuri Hamdi, M.Ag
Anggota - Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI

Anggota . Arie Sulistyoko, S.Sos, MH
Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,6 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 20 Oktober 2022

N
*-"'\i AT Sy :“.

Lo\

4 \é‘k' o\

AR

\‘- o 1 '{\J ]
Arie Sulistyoko, $.Sos, MH.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari

2 Kabag Keuangan UIN Antasari

3. Mahasiswa ybs.

4 Arsip No. ;260



Lampiran 14 Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an

v

&)

Sy

UIN

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 58/Un.14/111.2/PP.00.9/01/2023
Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ANNISA PRAJMADITHA

NIM : 180102030316
Kelahiran Muara Teweh, 17 Mei 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur’an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 3 Januari 2023
Dekan,

e

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

1 NIP.19710519 199703 2 001

o
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Lampiran 15 Sertifikat Lulus Aplikasi Komputer

/ \ PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FHsYH
Ul Alamat ;) i ANEASARLBANIAWMASON

A Yani Km 4,5 Lt 1l Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265743 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXIV/20102130/2022
Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasy) UIN Antasan Banjannasin menyatakan bahwa:

fnnisa Prajmaditha
Tempat dan Tanggal Lahir :
Muara Teweh, 17 Mei 2001

Telah Lulus Pelatiban Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint
Yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.
Banjarmasin, 08 Nopember 2021

Manajer,

b

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005
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Lampiran 16 Nilai Ekstra Kurikuler

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
2 U Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
WTASAS e-mail wehsite:

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Annisa Prajmaditha

NIM - 180102030316

Program Studi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Semester : Genap/VIII (Delapan)

Tohun Akademik ;20212022

JUMLAH NILAI g

KEG! KETERANGAN

el APEK RATAY KEGIATAN | KUMULATIF
Aspek Pokok :

a Aspek kesgamaan dan moral 6 38
Pancasila.

b. Aspek penalaran dan idealisme. 4 9
¢ Aspck  kepemimpinan  dan
loyalitas terhadap almamater, 6 14
negara, bangsa dan agama

Aspek Penunjang :
- . Aspek pemenuhan  bakat dan
minat

b. Aspek pengabdian masyarakat

JUMLAH 98

Dosen Pembi

Abdul Swirazi, SHL. MHI.
NIP. 19781118 200312 | 005

: | (satu) rangkap untuk yang bersangkutan
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Lampiran 16 Blangko Catatan Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A YaniKm 4 5 Rasarmasn 70215
Telepon (0511) 3265783
websto waww syarah un antacar ac i

CATATAN KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama

NIM
Jurusan/Prodi
Judul Skripsi

Annisa Prajmaditha
180102030316

Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah)
Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Di

Media Sosial Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Di Kabupaten Tabalong.

Pembimbing 1
Pembimbing 11

H. Bahran, SH, MH.

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHL

CATATAN PEMBIMBING 1

CATATAN PEMBIMBING 1I

—

Riset dikepolisian minimal 2 orang
narasumber

Jika ada penyebar isu bisa di wawancarai
Riset dimasyarakat minimal 5 orang
narasumber

Sertakan dokumentasi

Jika ada polisi cyber, wawancarai polisi
cyber tersebut

6. Jika ada kasus di cantumkan di skripsi

el

i

1. Rumusan Masalah Cukup dua saja

1S

Kepolisian ~yang  dimaksud  disini
kepolisian sektor tabalong atau tanjung?
Belum ada penegasan

T —

Tanggal: | Tanda Tangan Pembimbing:
19/10/2022

Tanggal:
17/01/2022

Tanda Tanggal Pgimbimbi

|

Dari paragraph ke footnote beri jarak 2
spasi

Diriwayatkan di ganti bersabda
Kecamatan gunakan awalan huruf kapital
Disimpulkan ubah ke diketahui

Awalan Hoax dijangan pake huruf kapital
(hoax)

Bab 2: peran kepolisian dalam khamtibnas
dimasa pandemic covid-19 di media sosial

—

SN

Dafiar referensi asing belum ada, al quran
dan terjemahannya tidak termasuk,
demikian dengan kitab-kitab, Tapi kalua
kitab tafsir dan kitab-kitab
syarah/penjelasan hadis maka termasuk
referensi berbahasa asing

Tanggal: | Tanda Tangan Pembimbing:
28/11/2022

Tanggal:
20/01/2022

Tanda Tang imbing:
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website. www syariah uin antasari ac id
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1. Penulisan pasal harus P nya harus
menggunakan huruf kapital

2. Ketika memuat undang-undang,
dahulukan pasal dan ayat baru undang-
undangnya

3. Analisis harus memuat teori yang
terdapat di bab 2

4. Perbaiki footnote seperti pedoman

Pedoman wawancara:

1. Untuk pihak kepolisian: apa/bagaimana
bentuk atau contoh yang termasuk
kategori berita bohong?

Pertanyaan seharusnya tidak menanyakan
apakah peran kepolisian sudah baik atau
belum, baik atau belum baik itu hasil
penilaian kita, kita tanyakan saja apa
peran kepolisian dan apa yang dilakukan
mereka, lalu dari jawaban itu kita bisa
menilai baik atau tidakk menurut
teori/undang-undang/peraturan lain.

2. Untuk masyarakat pengguna media
sosial: bisa tanyakan juga apakah jika
menerima pesan yang dirasa perlu
dibagikan, apakah mencek kebenaraan
nya atau tidak? Atau melacak sumbernya
atau tidak?

Intinya, pertanyaan itu harus berpedoman pada
rumusan masalah artinya jika semua pertanyaan
pedoman wawancara itu dijawab maka rumusan
masalah pun terjawab, pertanyaan juga
berlandaskan dengan teori/undang-undang/
peraturan terkait, artinya \unsur-unsur atau
rincian pertanyaan itu berdasarkan pada teori
/UU/aturan terkait.

Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:

30/01/23

Tanggal: | Tanda Tangay/Pembidybing:

28/06/2022
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A YaniKm 4 5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website www syariah uin antasari ac id

CATATAN KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI
Nama ¢ Annisa Prajmaditha
NIM : 180102030316

. Lokasi

Jurusan/Prodi Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah)
Judul Skripsi Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Di
Media Sosial Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 19 Tahun
i 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Di Kabupaten Tabalong.
Pembimbing 1 H. Bahran, SH, MH.
Pembimbing 11 Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
CATATAN PEMBIMBING I CATATAN PEMBIMBING II
. Perbaiki  kesalahan-kesalahan  tcknis | 6. Hindari penggunaan kata “kita™ dalam karya
seperti tahun pada skripsi ilmiah, karena belum tentu semuanya sama.

. Abstrak terdapat 4 paragraf yaitu: latar
belakang, tujuan penelitian, metode
penelitian, dan kesimpulan.

. Perbaiki footnote dan daftar Pustaka

sesuai dengan pedoman

penclitian:  ditckankan  “pad
pembuatan skripsi lagi tingginya kasus
Covid-19

. Pada bab 4 tabel, angka posisikan
ditengah

Lebih baik diganti dengan kata kerja pasif.
Misalnya “kita lihat” menjadi “dilihat”.

. Miringkan kata yang bukan bahasa Indonesia,

misalnya hoax, social media (seharusnya
ditulisan media sosial). Tanda suatu kata itu
bahasa Indonesia adalah ada dalam kamus
bahasa  Indonesia.  Selain itu  pilih
penulisannya yang baku (resmi), sebagaimana
ditunjukkan oleh kamus tersebut.

. Penulisan kata serapan dari bahasa asing

termasuk dari bahasa Arab harus sesuai KBBI.
Misalnya: hadis, salat, salawat, rida.

. Ada beberapa kesalahan penulisan catatan

kaki yang belum sesuai dengan pedoman
penulisan skripsi. Misalnya seharusnya ada
yang dimiringkan. Kalau dari jurnal beda lagi
teknisnya. Pelajari lagi pedoman
penulisannya.

10. Hindari penggunaan kata penghubung sebagai

awal kalimat apalagi sebagai awal alenia. Kata
penghubung berfungsi menghubungkan dua
frase (kelompok kata). Cara mengatasinya ada
dua: jika kalimat sebelumnya belum selesai,
maka jangan beri tanda titik, tapi beri tanda
koma saja.

Jika kalimat sebelumnya sudah selesai, maka
hapus kata penghubungnya, karena tidak perlu
dihubungkan lagi.

Contoh kata penghubung: sedangkan, padahal,
yang, bahkan, tetapi.

11.Ada beberapa kesalahan penulisan terkait

huruf kapital sebagaimana diberi tanda.
Lihat lagi pedoman penulisan Bahasa
Indonesia.
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I(jt\,\ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
O UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
L &) ANTASARI BANJARMASIN
\fd FAKULTAS SYARIAH
Jalan A Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235

U [N Telepon (0511) 3265783
i website: www syariah uin antasari ac.id

12. Pahami lagi penulisan kata “di” dengan kata
sesudahnya.

Apabila diikuti kata tempat, maka diberi spasi.
Apabila diikuti oleh kata yang bukan kata
tempat, maka tanpa spasi.

13. Hindari penggunaan kata tanya pada kalimat
yang bukan kalimat tanya. Misalnya “yang
mana”, “dimana”.

14.Penulisan hadis harus merujuk ke kitab
aslinya.

15.Penulisan nomor halaman belum sesuai
pedoman.

16. Perbaiki kesalahan teknis lainnya
sebagaimana diberi tanda. ==

Tanda Tanggal Penfbimbi

Tanggal: | Tanda Tangan Pembimbing; Tanggal:
02/02/2023 21/12/2022




Y UNIVERSITAS

J\,\ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ISLAM NEGERI

FAKULTAS SYARIAH

\/? ANTASARI BANJARMASIN

Jalan A Yani Km 4 5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265763
wobsito: www syariah uin antasari ac id

CATATAN KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Annisa Prajmaditha
NIM 180102030316
Jurusan/Prodi

Judul Skripsi

Pembimbing 11

Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar’iyyah)
Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penycbaran Berita Bohong Covid-19 Di

107

Media Sosial Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 19 Tahun
Lo 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Di Kabupaten Tabalong.
Pembimbing I : H. Bahran, SH, MH.

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHL.

CATATAN PEMBIMBING 1

CATATAN PEMBIMBING II

15

. Perbaiki Teknik penulisan sesuai dengan

pedoman penulisan yang ada

Kata ganti orang dimulai dengan huruf
capital, seperti:  Penulis, Peneliti,
Konsisten menggunakan salah satu saja

. Penulisan pasal di perbaiki, contoh: Pasal

28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 dan
Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan  Transaksi
Elektronik

Penulisan diawali huruf capital

Pada kesimpulan huruf a, kalua tidak ada
nomor 2 maka angka 1 di hilangkan saja,
demikian juga pada huruf ¢

Daftar Pustaka, khususnya buku perlu
ditambahkan dan dilengkapi dengan 5
buah buku berbahasa asing

Bab I1

1. Fungsi bab 1l/landasan teori adalah untuk
menjadi landasan penggalian data (pedoman
wawancara) dan alat untuk menganalisis data.
Pastikan bahwa teori yang ada pada bab IT ini
digunakan untuk analisis.
Jika tidak diperlukan untuk menganalisis
maka tidak perlu disampaikan pada bab II ini.

2. Landasan teori untuk skripsi ini bisa diawali
ketentuan yang ada dalam UU mengenai berita
bohong dan penanggulangannya. Baru
sesudah itu tentang peran kepolisian.

3. Penulisan catatan kaki masih ada yang belum
sesuai pedoman penulisan skripsi, misalnya
judul buku tidak dimiringkan, nama jurnal
tidak disebutkan.

4. Lihat lagi pedoman penulisan skripsi tentang
penulisan terfjemah dan penulisan nama surah
dan nomor ayat.

5. Ada beberapa kesalahan penulisan terkait
huruf kapital sebagaimana diberi tanda.

Lihat lagi pedoman penulisan Bahasa
Indonesia.

6. Perbaiki  kesalahan  teknis  lainnya

sebagaimana diberi tanda.

Tanggal: | Tanda Tangan Pembimbing
10/02/2023

Tanggal: | Tanda Tangan Py
21/12/2022
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A Yani¥m 4 4 Banyjarmasin 76235
Talogon (0511) 3265743
wobisin www syanah uin antasarl ac d

¢

UIN_

Nama

NIM
Jurusan/Prodi
Judul Skripsi

CATATAN KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI
Annisa Prajmaditha

180102030316

Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar’iyyah)

Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong Covid-19 Di
Media Sosial Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Di Kabupaten Tabalong.

Pembimbing |
Pembimbing 11

H. Bahran, SH, MH.

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

CATATAN PEMBIMBING I

CATATAN PEMBIMBING IT

I. Pada bab 2 dan bab 4 bisa dijelaskan
sedikit siapa yosep

2. Kesimpulan untuk nomor 2 hapus
kalimat “Penerapan UU No.ll Tahun
2008 Jo. UU No.19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik olch
Kepolisian Tabalong”,

3. Saran tambahkan kata “dugaan” berita
bohong.

4. Perbaiki Daflar Pustaka
dengan abjad

sesuaikan

Bab 111

Data: scharusnya bagian data ini memuat
rincian data. Data adalah hal yang dicari oleh
rumusan masalah, misalnya peranan kepolisian
dalam penanggulangan berita bohong. Lalu
dirincikan peran tersebut, misalnya ada upaya
pencegahan dan upaya penindakan. Rincian
data ini sesuai dengan teori pada bab II.

. Sumber data: bagian ini ternyata memuat jenis

data. Scharusnya yang disampaikan adalah
sumber data, misalnya sumber data primer dan
sumber data sckunder.

. Halaman 43 memuat yang disebut data

sekunder, yang berasal dari bahan tertulis.
Mungkin maksudnya adalah sumber data
sekunder, bukan data sekunder.

Perlu diperhatikan bahwa data adalah sesuatu
yang dicari oleh rumusan masalah. Misalnya
peran Kepolisian Resor Tabalong dalam
penanggulangan berita bohong. Apakah ada
peran  Kepolisian Resor Tabalong dalam
penanggulangan berita bohong pada bahan-
bahan tertulis yang disebut pada halaman 43
tersebut?

Kalau tidak ada maka tidak perlu dicantumkan.

. Apakah observasi, wawancara dan dokementer

dilakukan
scbagiannya?
Misalnya hanya wawancara dan dokumenter
saja. Tulis sesuai yang sudah anda lakukan di
lapangan.

Teknik pengolahan data: berikan penjelasan
mengenai klasifikasi data; data dipilah menjadi
berapa macam, dan apa saja? (Harus
bersesuaian dengan rincian data pada halaman
scbelumnya).

semuanya?  Ataukah  hanya
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A Yani Km 4 § Banjarmasn 70228
Teinpon (0511) 3265783
wobete www syariah g artatar ac

6. Tahapan penelitian: cantumkan tanggal untuk |
sctiap tahapan. i

7. Letak nomor halaman belum sesuai pedoman. '
Scharusnya halaman awal bab di bawah- 3
tengah, halaman selanjutnya di atas-kanan.

8. Perbaiki kesalahan teknis lainnya sebagaimana |

diberi tanda. R

Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing: Tanggal: Tanda Tangan P
15/02/2023 2171272022
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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CATATAN PEMBIMBING |

CATATAN PEMBIMBING Il

9.

Bab IV
1.

Gambaran umum lokasi penelitian bisa dijadikan
lampiran, karena sebenarnya tidak dicari oleh
rumusan masalah.

. Alenia penjelasan mengenai gambaran lokasi

penelitian dapat disusun lagi sesuai urutan dari
umum ke khusus.

Ada beberapa nama/kata yang ditulis huruf besar
semua. Seharusnya cukup huruf kapital saja. Lihat
catatan koreksi.

Perbaiki catatan kaki untuk hasil wawancara.
Analisis: apakah analisis sudah menggunakan
semua teori yang ada pada bab I1?

Analisis ada memuat peran masyarakat, padahal
tidak dicari oleh rumusan masalah. Mengapa?
Apakah peran masyarakat ini hasil dari wawancara
dengan pihak kepolisian? Antara rumusan masalah,
data dan analisis harus bersesuaian.

. Analisis juga ada memuat tentang hambatan yang

ditemui pihak kepolisian dalam menanggulangi
berita bohong, padahal ini tidak dicari rumusan
masalah. Mengapa?

Kalau mau menjadikannya termasuk yang dibahas
maka disebut dalam rumusan masalahnya dan ada
datanya.

. Setiap pernyataan seharusnya didukung oleh bukti.

Misalnya pada h. 80 disebutkan bahwa sebagian
masyarakat masih tertipu oleh isi berita bohong
yang nampaknya meyakinkan. Apa bukti bahwa
mereka tertipu? Harus disebutkan.

Perbaiki kesalahan teknis lainnya sebagaimana
diberi tanda.

Tanggal: | Tanda Tangan Pembimbing:

Tanggal: Tanda Tanga: imbing:
21/12/2022
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2. Faktor penghambat tidak dicari oleh rumusan |
masalah tapi ada pada simpulan.
Apakah ini termasuk dalam penerapan? |
Atau jika sudah ada datanya dan mau menampilkan |
faktor penghambat ini karena dipandang perlu, |
maka rumusan masalahnya harus disesuaikan. |
3, Daftar pustaka: ada beberapa hal yang belum |
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Menimbang :

a.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang
berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap
berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia
sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga
mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai
pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat
nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat
dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh
lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi
yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan
kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara
langsung telah memengaruhi lahirnya  bentuk-bentuk
perbuatan hukum baru;

bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi
harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan
memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi
kepentingan nasional;

bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting
dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian
nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

bahwa  pemerintah  perlu mendukung pengembangan
Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan
pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi
dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya
dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya
masyarakat Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf

f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik;

Mengingat :. . .
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Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange  (ED]), surat elektronik (electronic  mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah  perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan
dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau
didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna
atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

5. Sistem . . .
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Sistem  Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan
Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat.

Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua
Sistem  Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup
ataupun terbuka.

Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem
Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan
terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu  secara
otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat  yang  bersifat
elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan
identitas yang menunjukkan status subjek hukum para
pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum
yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang
memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen
yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan
diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit
dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi
Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai
alat verifikasi dan autentikasi.

Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau
terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik,
magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi
logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem
Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau
kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat
mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

17. Kontrak . . .

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4 -

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat
melalui Sistem Elektronik.

18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.

20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat
digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang
berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk
menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara
Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau
perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum.

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk
oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang
melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum
Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang
memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di
luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan
Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,

kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi
atau netral teknologi.

Pasal 4 ...
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Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a.

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia;

mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang
untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang
penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal
mungkin dan bertanggung jawab; dan

memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi
pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang
sah.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai
dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang ini.

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam
bentuk tertulis; dan

b. surat Dbeserta dokumennya yang menurut Undang-
Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau
akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6. ..
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Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam
Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi
harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen  Elektronik  dianggap sah sepanjang
informasi yang tercantum di dalamnya dapat  diakses,
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang
telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus
memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik
yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 8

(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu  pengiriman  suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang
benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang
ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki
Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu  penerimaan suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah
kendali Penerima yang berhak.

(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem
Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik,
penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem
Elektronik yang ditunjuk.

(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang
digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:

a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen  Elektronik memasuki sistem
informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;

b. waktu . ..

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem
informasi terakhir yang berada di bawah kendali
Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem
Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar
berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang
ditawarkan.

(1)

Pasal 10

Setiap pelaku wusaha yang menyelenggarakan Transaksi
Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga  Sertifikasi
Keandalan.

Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga  Sertifikasi
Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan
akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya
kepada Penanda Tangan;

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat
proses penandatanganan  elektronik hanya  berada
dalam kuasa Penanda Tangan;

C. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik
yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui;

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang

terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk
mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa
Penanda  Tangan telah memberikan persetujuan
terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik
berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan
Elektronik yang digunakannya.

Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;

b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-
hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak
sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan
Elektronik;

c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda,
menggunakan cara yang dianjurkan oleh
penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara
lain yang layak dan sepatutnya harus segera
memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda
Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik
atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan
Elektronik jika:

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data
pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah
dibobol; atau

2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan
dapat menimbulkan risiko yang berarti,
kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan
Tanda Tangan Elektronik; dan

d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk

mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda
Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan
semua informasi  yang terkait dengan Sertifikat

Elektronik tersebut.

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab
atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BABIV. ..
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BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.

(2) Penyelenggara  Sertifikasi Elektronik harus memastikan
keterkaitan suatu Tanda Tangan  Elektronik dengan
pemiliknya.

(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.

(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum
Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di
Indonesia harus terdaftar di Indonesia.

(6) Ketentuan Ilebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus
menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada
setiap pengguna jasa, yang meliputi:

a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda
Tangan;

b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri
pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan

C. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan
keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman
serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem
Elektronik sebagaimana mestinya.

Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab
terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan
memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna
Sistem Elektronik.

Pasal 16

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang
tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi
persyaratan minimum sebagai berikut:

a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai
dengan masa  retensi yang  ditetapkan dengan
Peraturan Perundang-undangan;

b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan,
kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik
dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

C. dapat  beroperasi sesuai dengan = prosedur atau
petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang
diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol
yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan
dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

dan
e.  memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk
menjaga kebaruan, kejelasan, dan

kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BABV. ..
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BABV

TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 17

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam
lingkup publik ataupun privat.

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik
dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi
berlangsung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak
Elektronik mengikat para pihak.

Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum
yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang
dibuatnya.

Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam
Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku
didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa
alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa
yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik
internasional yang dibuatnya.

Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan
kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang
menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi
tersebut, didasarkan pada asas Hukum  Perdata
Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus
menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20 . ..
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Pasal 20

Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi
Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang
dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

Pengirim atau Penerima dapat melakukan  Transaksi
Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau
melalui Agen Elektronik.

Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum
dalam  pelaksanaan  Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung
jawab para pihak yang bertransaksi,

b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat
hukum  dalam  pelaksanaan  Transaksi Elektronik
menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat
hukum  dalam  pelaksanaan  Transaksi  Elektronik
menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen
Elektronik.

Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal
beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga
secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat
hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen
Elektronik.

Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal
beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak
pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi
tanggung jawab pengguna jasa layanan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan
memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna
Sistem Elektronik.

Pasal 22 . ..
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Pasal 22

Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur
pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang
memungkinkan penggunanya melakukan perubahan
informasi yang masih dalam proses transaksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen
Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,

(1)

DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

Setiap  penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain
berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik,
tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan
tidak melanggar hak Orang lain.

Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau
masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama
Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak
mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

Pengelola Nama  Domain adalah  Pemerintah  dan/atau
masyarakat.

Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain
oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih
sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.

Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah
Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui
keberadaannya = sepanjang  tidak  bertentangan  dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 . ..
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Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya
intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak
Kekayaan  Intelektual berdasarkan  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh  Peraturan  Perundang-
undangan, penggunaan setiap informasi melalui media
elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus
dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang  yang dilanggar haknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas
kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1) Setiap Orang  dengan sengaja dan  tanpa  hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang  dengan sengaja dan  tanpa  hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman.

Pasal 28 . ..
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Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,
dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan
secara pribadi.

Pasal 30

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos,
melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam
suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik
Orang lain.

(2) Setiap ...
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(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak
bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang
tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau
penghentian  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen
Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,
dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan
berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah,
mengurangi, melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik
Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum dengan cara apa pun memindahkan atau
mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak
berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia
menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data
yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum  melakukan tindakan apa pun yang  berakibat
terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan
Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34 ...
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Pasal 34

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk
digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau
memiliki:

a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang
dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis
dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik
menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan
tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan
penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk
perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan
tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum  melakukan  manipulasi, penciptaan, perubahan,
penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah
data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi
Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal
36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada
di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII ...
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BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak
yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau
menggunakan  Teknologi Informasi yang menimbulkan
kerugian.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan
terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik
dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat
merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 39

Gugatan perdata  dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian
sengketa  alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

(1)

(2)

(4)

Pasal 40

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis
gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu
ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki
data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang
elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data
tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

(5) Instansi . ..

www.bphn.go.id



(6)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3)
membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang
elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang
dimilikinya.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai peran  Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

Masyarakat dapat Dberperan meningkatkan pemanfaatan
Teknologi Informasi melalui penggunaan dan
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi
Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam
Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

Pasal 43

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Penyidikan . ..
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Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi,
kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data,
atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem
elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus
dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam  melakukan  penggeledahan dan/atau  penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib
menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan
Undang-Undang ini;

b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk
didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi
sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang
terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;

c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

d. melakukan  pemeriksaan terhadap Orang dan/atau
Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak
pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana
yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang
diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang ini;

f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu
yang diduga digunakan sebagai tempat untuk
melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan
Undang-Undang ini;

g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau
sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga
digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

h. meminta . . .
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h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam
penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan
Undang-Undang ini; dan/atau

i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan
ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan,
penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan
ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali
dua puluh empat jam.

(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut
umum.

(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat
berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi
informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah
sebagai berikut:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Perundang-undangan; dan

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat
(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap . . .
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Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi wunsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(1)

Pasal 48

Setiap Orang  yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap . . .
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(2) Setiap Orang  yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang  yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

(1) Setiap Orang yang memenuhi  unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(2) Setiap Orang  yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi
seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari
pidana pokok.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer
dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau
yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan
pidana pokok ditambah sepertiga.

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer
dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau
badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga
pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga
internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana
maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal
ditambah dua pertiga.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi
dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan
Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan
dengan  pemanfaatan  Teknologi Informasi yang  tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap
berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua)
tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar. . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Undang-Undang ini dengan  penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada
tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah
baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan
hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan
perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung
demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua
karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,
kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif
perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber
atau  hukum  telematika. Hukum siber atau cyber law, secara
internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum
telematika  yang  merupakan = perwujudan dari  konvergensi hukum
telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga
digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology),
hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Istilah-istilah
tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem
komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global
(Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer
yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.
Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan
penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik,
khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum
yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas,
yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer,
tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi
elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan
instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk
lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer
akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus
atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam
merancang instruksi tersebut.

Sistem . . .
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Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem
informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis
jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang,
memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau
menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan
manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi
informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan
karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan
peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan
fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang
mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya
manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup
fungsi input, process, output, storage, dan communication.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama
memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan
kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik
sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi
sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara,
yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi
baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah
melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui
pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor
yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum
terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif,
melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan,
dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan
demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan
rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena
transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik
(electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan
internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang
teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus
tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di
bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber
(cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai
tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada
ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum
konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak
kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam
ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun
alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan . . .
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Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai
Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan
e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya
disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum
dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat
berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk
menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek
teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan
keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan
hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan
teknologi informasi menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata
untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh
warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum
yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh
warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum
Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di
Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau
universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah
meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi
nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa,
pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara,
serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang
mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan
hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses
berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas . ..
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“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan
harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan
kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam
melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan
tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain
tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak
terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti
perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat 1
Cukup jelas.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis
meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat
yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses
penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi
negara.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen
yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya
informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa
saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik,
informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk
dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara
penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat
dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7 ...
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Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan
timbulnya suatu hak.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan
kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara
maupun perantara;

b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat
sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang
ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10

Ayat (1)
Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku
usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak
berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang
berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan
ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada
laman (home page) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa
meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik
memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada
umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan
persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda
Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-
luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau
proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang
teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.

Pasal 12 . ..
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang
minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan
Elektronik.

Pasal 15
Ayat (1)

“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai
dengan kebutuhan penggunaannya.

“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik
memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.
Ayat (2)
“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab
secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan
Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik,
bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat
diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18 ...
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Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak
internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal
dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang
berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika
dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus
sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)
Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang
berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata
internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada
kontrak tersebut.

Ayat (4)
Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional,
termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang
dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa
alternatif lainnya.

Ayat (5)
Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan
forum Dberlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata
internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal
tergugat (the basis of presence) dan efektivitas yang menekankan pada
tempat harta benda tergugat berada (principle of effectiveness).

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup
disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang
bersangkutan.

Pasal 20
Ayat (1)
Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para
pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor
identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau sandi lewat
(password).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21 ...
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Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya
dinyatakan dalam surat kuasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan
kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan
perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas
pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang,
Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan
pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve).
Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama
Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak
diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam
pendaftaran merek dan paten.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya
melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama
Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan
Orang lain.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa
hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang
semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat
Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan
keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk
mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama,
atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24 . ..
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Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan
didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia
dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-
Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 26
Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi
merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak
pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi
dan bebas dari segala macam gangguan.

b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan
Orang lain tanpa tindakan memata-matai.

c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang
kehidupan pribadi dan data seseorang.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada
ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau
sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun
yang tidak berhak untuk menerimanya; atau

b. sengaja . . .
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b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau
gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan
pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem  pengamanan adalah sistem yang membatasi akses
Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan
berdasarkan  kategorisasi atau  klasifikasi  pengguna  beserta
tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah
kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan,
mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat
publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio
frekuensi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang
dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37 ...
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Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga yang

merupakan lembaga yang bergerak di
dan transaksi elektronik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

dibentuk oleh masyarakat”
bidang teknologi informasi

Hurufd ...
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Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang
memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang
dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun
praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51 ...
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Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan
melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh
korporasi (corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf
yang memiliki kapasitas untuk:
a. mewakili korporasi;
b mengambil keputusan dalam korporasi;
C. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
d melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843
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SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan
terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud
keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal
28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Dengan . ..



Menetapkan

ﬁa‘:’?

N,

ot
“‘m

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-0

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah
sebagai berikut:

1.

Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu)
angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan
data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
electronic data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,
atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi . . .
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Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis,

dan/atau menyebarkan informasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar
melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi
Elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah
pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap
Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan
masyarakat yang menyediakan, mengelola,
dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
kepada pengguna Sistem Elektronik untuk
keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya
dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat
tertutup ataupun terbuka.

Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem
Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu
tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik
tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh
Orang.

9. Sertifikat . . .
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Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat
elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik
dan identitas yang menunjukkan status subjek
hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan
hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak
dipercaya, yang memberikan dan mengaudit
Sertifikat Elektronik.

Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga
independen yang dibentuk oleh profesional yang
diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah
dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan
sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.

Penanda Tangan adalah subjek hukum yang
terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan
Elektronik.

Komputer adalah alat untuk memproses data
elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang
melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan
penyimpanan.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan
Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam
jaringan.

Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter
lainnya atau kombinasi di antaranya, yang
merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer
dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak
yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima . . .
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Penerima adalah subjek hukum yang menerima
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dari Pengirim.

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat,
yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui
internet, yang berupa kode atau susunan karakter
yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi
tertentu dalam internet.

Orang adalah orang perseorangan, baik warga
negara Indonesia, warga negara asing, maupun
badan hukum.

Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau
perusahaan persekutuan, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya
yang ditunjuk oleh Presiden.

Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan
ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi
sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi
pasal Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 26

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan, penggunaan setiap informasi melalui
media elektronik yang menyangkut data pribadi
seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang
yang bersangkutan.

Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan
Undang-Undang ini.

(3) Setiap . . .
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Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
menghapus Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada
di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang
bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
menyediakan mekanisme penghapusan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara penghapusan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan
ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal
27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan
pasal demi pasal Undang-Undang ini.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga
Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 31

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan intersepsi atau
penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang
lain.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan intersepsi atas
transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di
dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik
tertentu  milik Orang lain, baik yang tidak
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan,
dan/atau penghentian Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang
ditransmisikan.

(3) Ketentuan . . .
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau
penyadapan yang dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas permintaan kepolisian,
kejaksaan, atau institusi lainnya yang
kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-
undang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
undang-undang.

Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua)
ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6)
Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40
diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(22)

(2b)

Pasal 40

Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari
segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi
Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah wajib melakukan pencegahan
penyebarluasan dan penggunaan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam  melakukan  pencegahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang
melakukan pemutusan akses dan/atau
memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem
Elektronik untuk melakukan pemutusan akses
terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
hukum.

(3) Pemerintah . . .
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Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang
memiliki data elektronik strategis yang wajib
dilindungi.

Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan
rekam cadang elektroniknya serta
menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk
kepentingan pengamanan data.

Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat
(3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang
elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan
data yang dimilikinya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan
pemerintah.

Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7),
dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat
(8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta
penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 43

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Teknologi Informasi dan  Transaksi
Elektronik.

Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
perlindungan  terhadap  privasi, kerahasiaan,
kelancaran layanan publik, dan integritas atau
keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Penggeledahan . . .
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Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem
Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak
pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan
hukum acara pidana.

Dalam  melakukan  penggeledahan dan/atau
penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan
pelayanan umum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari
seseorang tentang adanya tindak pidana di
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik;

b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya
untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik;

c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik;

d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang
dan/atau Badan Usaha yang patut diduga
melakukan tindak pidana di bidang Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik;

e. melakukan pemeriksaan terhadap alat
dan/atau sarana yang berkaitan dengan
kegiatan Teknologi Informasi yang diduga
digunakan untuk melakukan tindak pidana di
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik;

f.  melakukan penggeledahan terhadap tempat
tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat
untuk melakukan tindak pidana di bidang
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

g. melakukan . . .
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g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap
alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi
Informasi yang diduga digunakan secara
menyimpang dari ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

h. membuat suatu data dan/atau Sistem
Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
agar tidak dapat diakses;

i. meminta informasi yang terdapat di dalam
Sistem  Elektronik atau informasi yang
dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada
Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait
dengan tindak pidana di bidang Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik;

j-  meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam
penyidikan terhadap tindak pidana di bidang
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
dan/atau

k. mengadakan penghentian penyidikan tindak
pidana di bidang Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan
hukum acara pidana.

Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan
ketentuan hukum acara pidana.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan
tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik
Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat
berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk
berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan . . .
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Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan
Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan
Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 45

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama
4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan pemerasan dan/atau
pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan . . .
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan delik aduan.

Pasal 45A

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau
menakut-nakuti yang  ditujukan  secara  pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah).

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lydia Silvanna Djaman
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat
serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan
Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan
kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta
memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan
Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan
kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi
tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang
sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar
pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari
UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali
uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010,
dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan . . .
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Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008
dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran
nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik
bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik
aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan
asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010,
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan
penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi
merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek
kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai
legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di
samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan
pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak
privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam
bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk
mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan
ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus
dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh
karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau
frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan
mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan
ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas
kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan,
dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi
penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan
perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga . . .
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Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten
ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama
baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan
menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan
berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat
diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk
didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka
melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan
penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal
dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta
dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang
terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan
penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem
Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas
persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan
pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap
Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah
kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan
penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali
ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan
dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai
pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang,
menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan
dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa
ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana
di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan
menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih
harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

II. PASAL . . .
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 5

Ayat (1)
Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat
bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum
terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan
Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan
hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang
dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Ayat (2)
Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan
atau perekaman yang merupakan bagian dari
penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,
dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya
ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat
tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat
berharga, surat yang berharga, dan surat yang
digunakan dalam proses penegakan hukum acara
perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b
Cukup jelas.

Angka 3 . ..
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Angka 3
Pasal 26
Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan

data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak

pribadi (privacy rights) Hak pribadi mengandung
pengertian sebagai berikut:

a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati
kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam
gangguan.

b. Hak pribadi merupakan hak wuntuk dapat
berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan
memata-matai.

c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses
informasi tentang kehidupan pribadi dan data
seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah
mengirimkan  dan/atau  menyebarkan  Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada
banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem
Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah
mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain
melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses”
adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan
dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang
menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan
pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan
pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Angka 5
Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan”
adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam,
membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau
mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik
menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau
radio frekuensi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 40
Ayat (1)
Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk
tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan
inovatif. @ Ketentuan ini termasuk memfasilitasi
masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku
usaha dalam mengembangkan produk dan jasa
Teknologi Informasi dan komunikasi.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Angka 7
Pasal 43

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd. ..
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Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Hurufi
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang
yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi
Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan

secara akademis maupun praktis mengenai
pengetahuannya tersebut.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.
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Angka 8
Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 45A
Cukup jelas.

Pasal 45B
Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya
perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang
mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis,
dan/atau kerugian materiil.
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